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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : (024 /UNA4.8.1/PT.01.04/2020 20 Januari 2020
Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Biro Otonomi Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk
melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas
Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURUL SHOLEHA
Nomor Pokok : E052171007
Program . Magister (S2)
Program Studi : limu Politik
Konsentrasi . Politik Lokal

Judul Penelitian : Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan
Pulau Kakabia

Pembimbing . 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.

Waktu Penelitian i 20 Januari 2020 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakii Dekan Bidang Akademik, Riset _.(‘
dan Inovasi,

Dr. Phil. Sukri, SIP., NI.Si
Nip. 197508182008011008Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan,; "
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.
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a.n. Dekan

WWakil Dekan Bioang Akademiic, Riset __‘,
dan Inovasi,

= Nip. 197508182008011008Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan; .

2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas; \

3. Mahasiswa yang bersangkutan;
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Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk
melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas
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Nama : NURUL SHOLEHA

Nomor Pokok : E052171007

Program . Magister (S2)

Program Studi . limu Politik
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Pembimbing : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.
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Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset _9
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1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
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4. Arsip.
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

JI. Jend. Achmad Yani No. 1 Telp. / Fax ( 0414 ) 21070.

SURAT IZIN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 070.5.1/01/1/2020/BAPPELITBANGDA
TENTANG
SURAT IZIN PENELITIAN

Dasar ¢ a Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan * Pengembangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan
Terpadu, Nomor : 27087 / S.01 / PTSP / 2019, tanggal 30 Desember 2019
Perihal Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN :

Kepada 3

Nama :  NURUL SHOLEHA

NIM : E052171007

Fakultas/Jurusan :  FISIP/Iimu Politik

Pekerjaan ¢ Mahasiswa S2 PPs. Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat ¢ JL Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar.

Tujuan ¢ Mengadakan Penelitian dalam rangka peny Tesis, dengan judul :

“ KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA
PENGELOLAAN PULAU KAKABIA “.
Yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020 s/d 9 Maret 2020,

Dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;

2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat
setempat;

3. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar;

4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin

ini tidak mentaati ketentulan tersebut di atas.
Demikian Surat Izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatdi  : Benteng
pad ggal : 6 Januari 2020

Tembusan d.d.h. kepada :

W N -

Ul W

- Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan), di Benteng;

. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Selayar, di Benteng;
. Kepala Dinas Kepariwisataan Kepulauan Selayar, di Benteng;

. Sekertaris DPRD Kepulauan Selayar, di Benteng;

. Dekan FISIP PPs. Universitas Hasanuddin, di Makassar.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor  : 27087/S.01/PTSP/2019 KepadaYth.
Perihal - kzin Peneliti

di-
Tempat

Berdsa‘kmsuraiDekmFlSlPPPsUNHASMdnasaeru 10850/UN4.8.1/PT.01.04/2019 tanggal 23

Nama : NURUL SHOLEHA

Nomor Pokok : E052171007

Program Studi - limu Politik

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)

Alamat . JI. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul
- " KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA PENGELOLAAN PULAU KAKABIA ~
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Janvari s/d 03 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mmmwwmw
kmng(ﬁaadbeﬂu\gmﬁlm

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Desember 2019

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar o Makassar,
2. Peninggal

SIMAP PTSP 30-12-2019

— Ry 2 il
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